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ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG HAK KHIYAR
DALAM JUAL BELI YANG MENGGUNAKAN KLAUSULA BAKU
(Studi Kasus di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar
Cemerlang Kota Metro)

Oleh:
Helda Mustika Sari

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang
telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku
usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat
dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan
pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Jual
beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi
Syariah tentang Hak Khiyar dalam Jual Beli yang Menggunakan Klausula Baku di
Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro. Jenis penelitian ini
adalah penelitian lapangan (field research). Adapun sumber data dalam penelitian
ini diperoleh melalui metode wawancara (interview) terhadap marketing dan tiga
konsumen di distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro.
Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen yang berasal dari dokumentasi
distributor dan konsumen PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro. Data
yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara
berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari
fakta yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang
mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Tinjauan Hukum
Ekonomi Syariah tentang Hak Khiyar dalam Jual Beli yang Menggunakan
Klausula Baku di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro
adalah penggunaan klausula baku menghilangkan hak khiyar dalam jual beli,
sehingga hak khiyar di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota
Metro tidak diberlakukan karena pihak distributor sudah mencantumkan klausula
baku yang ditulis dalam berkas nota/kuitansi pembelian. Dalam Hukum Ekonomi
Syariah klausula baku tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu tidak adanya
kerelaan dan keadilan bagi konsumen. Hal tersebut mengandung unsur
kezholiman yang tidak dibenarkan dalam syari’at Islam. Namun, meskipun pihak
Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro sudah
memberlakukan  klausula  baku, kedua belah pihak masih  dapat
bernegosiasi/membuat kesepakatan baru.
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan
adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong
kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada
takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui

> 1

apa yang kamu kerjakan”.

(Q.S. Al Maidah : 8)

1 Q.S. Al Maidah (5) : 8
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang
dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar
menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya.
Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentutanketentuan
yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis).

Di dalam al-Qur’an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam
banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam.
Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih
banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa
berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari
keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang
sudah dikerjakan.

Jual beli dalam istilah figh disebut dengan al-bai’ yang berarti
menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.
Lafal albai’ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk
pengertian lawannya, yakni kata asysyira (beli). Dengan demikian,
kata al-bai’ berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli
atau bisnis menurut bahasa berarti menukarkan sesuatu dengan
sesuatu.’

Sebagaimana pengertian di atas, jual beli merupakan pertukaran harta

dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara’ yang

2 Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.
3, No. 2, Desember 2015, h. 240



disepakati. Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan, menukar barang
dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik
atas dasar saling merelakan.

Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan
orang lain, aka selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi
berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan
cara berbisnis atau jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antar
manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan. Jual beli
diartikan al-bai’, al-Tijarah dan al-Mubadalah. Pada intinya jual beli
merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang
mempunyai manfaat untuk penggunanya, kedua belah pihak sudah
menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

Dalam transaksi jual beli di semua kegiatan berekonomi tentunya
tidak akan terlepas dari sebuah penawaran, dalam Islam disebut dengan istilah
khiyar artinya tawar-menawar. Hak khiyar disyariatkan untuk menjamin
kebebasan, keadilan, dan kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Sehingga
hak khiyar merupakan ruang yang diberikan fikih muamalah untuk
mengoreksi antar yang terkait dengan objek transaksi yang telah mereka
lakukan.

Kata khiyar menurut bahasa berarti memilih. Sedangkan secara
terminologi khiyar merupakan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah
pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau
membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-

masing pihak yang melakukan transaksi. Khiyar itu sendiri bersumber
dari kedua belah pihak yang berakad, seperti khiyar syarat, dan khiyar



ta’yin, dan ada pula khiyar yang bersumber dari syara’seperti khiyar
majlis, khiyar aib dan khiyar ru’yah.®

Sebagaimana penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa hak pilih
(khiyar) ditetapkan syari’at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi
perdata khususnya masalah ekonomi. Khiyar ini penting dalam transaksi
untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak yang
melakukan transaksi serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin
menimbulkan kerugian bagi mereka, sehingga kemaslahatan yang dituju
dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar, menurut
ulama’ figh adalah disyari’atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang
mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak
yang melakukan transaksi.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 20 yang
dimaksud dengan khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk
melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya.’
Sebagaimana pasal 20 tersebut, dapat diketahui bahwa khiyar merupakan hak
pilih untuk membatalkan atau meneruskan akad jual beli yang sedang
berlangsung.

Syari’at Islam menyusun suatu tata cara jual beli yang wajib di ikuti
dalam usaha perdagangan dengan tujuan diantaranya adalah terhindar dari
penipuan, pemalsuan, dan akal busuk manusia. Para ulama’ membolehkan

khiyar sesuai dengan hadis Nabi SAW

® Abdul Ghofur Anshori, Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan
Implementasi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 51
* PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 11
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Artinya: Dari ibnu umar r.a. dari Rasulullah Saw. beliau bersabda:
apabila dua orang berjual beli maka masing-masing dari kedua belah pihak
ada hak pilih selama mereka berdua belum berpisah dan mereka berdua masih
ada semuanya, atau salah satu dari keduanya menyuruh memilih pihak lain;
apabila salah satu dari keduanya sudah menyuruh pilih yang lain lalu mereka
berdua berjual beli atas dasar itu maka terjadilah jual beli itu. Dan jika
keduanya sudah berpisah setelah keduanya berjual beli itu dan salah satu dari

keduanya tidak meninggalkan penjualan itu, maka sudah terjadilah jual beli
itu. (muttafaq Alih dan susunan matan itu menurut riwayat muslim).>

Sebagaimana hadis tersebut dalam akad jual beli, kedua belah pihak
masing-masing memiliki hak pilih untuk melanjutkan jual beli atau
membatalkan jual beli selama kedua belah pihak belum berpisah. Hak khiyar
mempunyai peranan sangat penting dalam pelaksanaan transaksi jual beli agar
terjadi keridoan diantara kedua belah pihak.

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada
seorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan
sesuatu hal. Peristiwa tersebut menimbulkan hubungan hukum antara dua
orang tersebut disebut dengan perikatan. Perikatan adalah suatu
hubungan hukum antara dua pihak, dimana pihak yang satu berhak
menuntut sesuatu hal dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi
tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur,
sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan
debitur. Perjanjian baku adalah perjanjian adhesi, yang diartikan sebagai
perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh
pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang
untuk merundingkan atau meminta perubahan. Hanya beberapa hal saja
yang belum dibakukan, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah,
warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek
yang diperjanjikan.®

5 Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asgalani, Terjemah Kitab Bulughul Maram: Kumpulan Hadist
Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 242

® Agus Satory, “Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis
Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia”, Padjadjaran Jurnal Iimu
Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015, h. 274


https://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Al-Hafizh+Ibnu+Hajar+al-Asqalani%22&source=gbs_metadata_r&cad=6

Sebagaimana penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa bentuk
perjanjian baku yang mengikat para pihak. Klausula dalam perjanjian telah
dibuat sebelumnya oleh salah satu pihak tanpa melibatkan pihak yang lain.
Pihak yang lain tersebut tinggal menandatangani saja perjanjian yang sudah
disediakan. Konsumen menerima dan memenuhi klausula yang telah
dipersiapkan dengan risiko tidak akan memperoleh barang yang menjadi
objek perjanjian, apabila ia tidak menandatangani perjanjian tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. Dalam Undang-Undang tersebut Pasal 1 Angka 10
disebutkan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan
syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu
secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen
dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.’

Berpijak pada aturan tersebut maka dapat diketahui bahwa di dalam
klausula baku yang dibuat, terdapat unsur keharusan yang harus dilakukan
oleh salah satu pihak dalam rangka pemenuhan atas aturan yang ada di dalam
perjanjian tersebut. Merujuk pada landasan dasar dilakukanya suatu kontrak
atau perjanjian, dalam hal ini cenderung mengacu pada hal-hal yang bersifat
bisnis atau ekonomi (keuangan).

Kontrak/perjanjian standar atau perjanjian baku adalah kontrak-
kontrak yang telah dibuat secara baku (form standar) atau dicetak dalam
jumlah yang banyak dengan blanko untuk beberapa bagian yang menjadi
objek transaksi. Sehingga dengan kontrak standar ini lembaga yang
mengeluarkannya tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk

melakukan negosiasi mengenai apa yang akan disepakati untuk
dituangkan dalam kontrak.?

10

” Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka

® H.R. Daeng Naja, Contact Drafting: Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis,

(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 225



Sebagaimana penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa perjanjian
nbaku/kontrak baku merupakan perjanjian yang dilakukan csecara sepihak
dan pihak lainnya terpaksa menerima keeadaan itu karena posisinya yang
lemah. Perjanjian baku ini digunakan oleh pihak-pihak yang lebih kuat untuk
kepentingannya menciptakan syarat-syarat tertentu secara sepihak untuk
diajukan kepada contract partnernya atau pihak lawannya yang pada
umumnya mempunyai kedudukan ekonomi lemah, baik karena posisinya
maupun karena ketidaktahuannya yang hanya menerima apa yang disodorkan
itu.

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, pihak inti kertasindo
yang merupakan supplier kertas memberikan nota/kwitansi bertuliskan “harap
diperiksa, barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”,
pernyataan tersebut merupakan perjanjian baku yang diartikan barang yang
sudah dibeli oleh konsumen tidak dapat dikembalikan lagi. Dalam
prakteknya, konsumen memesan kertas melalui whatsapp, kemudian kertas
diantarkan oleh pihak intikertasindo. Setelah barang dicek oleh konsumen,
maka konsumen mengetahui ternyata ada barang yang rusak. Kemudian
konsumen menghubungi kembali marketing intikertasindo dan meminta
barang yang sudah dibeli direturn atau ditukar. Jika barang yang sama masih
ada stok maka konsumen bisa menukar barang tersebut, tetapi jika tidak ada

stok maka itu sudah menjadi resiko konsumen.®

% Sigit selaku Marketing PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang, (wawancara pada Hari
Rabu Tanggal 03 April 2019)



Selain itu, dalam wawancara dengan pihak konsumen mengatakan
bahwa dalam hukum Islam jual beli yang dilakukan memiliki hak khiyar
yakni hak untuk bisa mengembalikan barang yang sudah dibeli karena alasan
cacat. Pada kasus ini, pihak konsumen yaitu photocopy alkha jaya membeli
kertas kepada pihak inti kertasindo dengan cara pemesanan melalui whatsapp,
namun Kketika kertas diterima oleh pihak photocopy alkha jaya, ternyata
sebagian kertas yang bertumpuk ada yang cacat atau rusak sehingga pihak
photocopy alkha jaya mengembalikan sebagian kertas tersebut. Karena sudah
ada perjanjian baku yang tertulis di nota/kwitansi maka pihak inti kertasindo
tidak menerima pengembalian kertas yang sudah dibeli tersebut. Hal ini
merugikan pihak photocopy alkha jaya selaku konsumen.*®

Wawancara dengan konsumen lain diketahui bahwa sistem
pembayaran yang dilakukan di distributor PT. Inti Kertasindo Sinar
Cemerlang tidak secara kontan melainkan menggunakan sistem tempo,
dimana tempo yang diberikan oleh pihak intikertasindo selama dua minggu.
Jika sudah jatuh tempo maka pembayaran harus segera dilunasi. Namun
apabila konsumen belum mampu melunasi pembayaran, maka pesanan
berikutnya tidak bisa diberikan oleh pihak intikertasindo. Dengan kata lain,
konsumen harus melunasi pembayaran yang sudah jatuh tempo sebelum
melakukan pemesanan berikutnya.™

Berkaitan dengan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian

dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Hak Khiyar dalam

19 Teguh Muslih selaku Konsumen, (wawancara pada Hari Jum’at Tanggal 05 April
2019)
1 Joe Sandi selaku Konsumen, (wawancara pada Hari Rabu Tanggal 05 April 2019)



Jual Beli yang Menggunakan Klausula Baku (Studi Kasus di Distributor PT.

Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro)”.

B. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan yang
menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Tinjauan
Hukum Ekonomi Syariah tentang Hak Khiyar dalam Jual Beli yang
Menggunakan Klausula Baku di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar

Cemerlang Kota Metro?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian secara umum adalah “untuk menemukan
(invention), mengembangkan (development), dan menguji teori (theory
veryfication)”.> Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan teori
atau teori yang dibangun dari lapangan (grounded research) dan
pengembangan ilmu pengetahuan.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Hukum
Ekonomi Syariah tentang Hak Khiyar dalam Jual Beli yang
Menggunakan Klausula Baku di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar
Cemerlang Kota Metro.
2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

12| Wayan Suwendra, Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan,
Kebudayaan Dan Keagamaan, (Bali: Nilacakra, 2018), h. 137



a. Secara teoritis penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu
pengetahuan yang bermanfaat bagi Hukum Ekonomi Syariah,
khususnya tentang Hak Khiyar dalam Jual Beli yang Menggunakan
Klausula Baku.

b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi
semua pihak yang berkaitan untuk mengetahui dan memahami tentang

Hak Khiyar dalam Jual Beli yang Menggunakan Klausula Baku.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian
terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan dikaji dalam proposal.
Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah
yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya.'® Untuk itu, penelitian
relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini,
sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan
berada.

Sebagaimana penjelasan tersebut, peneliti mengutip skripsi, tesis,
jurnal, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti
sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah.
Selain itu, akan terlihat suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing

pihak.

13 Zuhairi et.al, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi, (Metro: STAIN Jurai
Siwo Metro, 2015), h.46
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Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti
lakukan ialah sebagai berikut: pertama, hasil penelitian Uswatun Aprilia yang
berjudul, “Analisis Penerapan Klausula Baku dalam Akad Jual Beli Ditinjau
Menurut Konsep Khiyar (Penelitian Pada Toko Swalayan di Darussalam
Kecamatan Syiah Kuala)”.14

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pertama;
klausula baku adalah perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha tanpa
mendapatkan persetujuan dengan konsumen dan dituangkan dalam bentuk
akta tertulis. Klausula baku berbentuk tertulis dengan prinsip “take it or leave
it.” Kedua; bentuk-bentuk klausula baku dalam transaksi jual beli pada toko
swalayan di Darussalam vyaitu dalam bentuk tertulis, pihak swalayan
membuat klausula baku pada struk pembayaran dengan isi klausul “barang
yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan lagi. Terimakasih”
pihak konsumen tidak bisa lagi mengkomplain barang yang sudah mereka
beli. Ketiga; dalam hukum Islam Kklausula baku dilarang disebabkan
memberatkan sebelah pihak karena pada dasarnya syarat jual beli yaitu saling
ridha antara kedua belah pihak.

Kedua, hasil penelitian Ibnu Mas’ud yang berjudul, “Tinjauan Hukum
Positif dan Hukum Islam Tentang Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian

Baku Jasa Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Parkir Pasar tengah Kota

¥ Uswatun Aprilia, “Analisis Penerapan Klausula Baku dalam Akad Jual Beli Ditinjau
Menurut Konsep Khiyar (Penelitian Pada Toko Swalayan di Darussalam Kecamatan Syiah
Kuala)”, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018
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Bandar Lampung)”.™ Berdasarkan hasil penelitian bahwa klausula eksonerasi
sama dengan perjanjian baku yaitu adalah setiap aturan atau ketentuan dan
syarat-syarat yang telah di persiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara
sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau
perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Berdasarkan
Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(UUPK) pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku jasa parkir
pasar tengah Kota Bandar Lampung oleh pelaku usaha yang menyatakan
pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah dilarang. Setiap klausula
baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian
yang memenuhi ketentuan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dalam
penjelasan UUPK dinyatakan bahwa larangan ini dimaksudkan untuk
menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan
prinsip kebebasan berkontrak. Dengan demikian klausula eksonerasi dalam
perjanjian baku jasa parkir tidak sah menurut hukum Positif.

Ketiga, hasil penelitian Nailin Ni’mah M. yang berjudul, “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Klausula Baku dalam Praktik Jual Beli di Toko-Toko
Modern di Kota Yogyakarta”.!® Berdasarkan hasil penelitian penerapan
klausula baku dalam praktik jual beli di toko modern di Kota Yogyakarta

berkembang akibat kebiasaan masyarakat sebagai upaya kemudahahan dan

' Ibnu Mas’ud, “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Klausula Eksonerasi
dalam Perjanjian Baku Jasa Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Parkir Pasar tengah Kota
Bandar Lampung)”, Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Lampung, 2018

16 Nailin Ni’'mah M., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Baku dalam Praktik
Jual Beli di Toko-Toko Modern di Kota Yogyakarta”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga, 2016.
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efisiensi waktu dalam menjalankan bisnis. Pola perkembangan klausula baku
yang tertera pada nota pembayaran berdasarkan tuntutan kebutuhan
masyarakat yang semakin kompleks. Hukum Islam membolehkan suatu
kebiasaan dijalankan selama tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Prinsip
klausula baku take it or leave it sejalan dengan konsep khiyar yang berlaku
dalam hukum Islam, yaitu kebebasan bagi konsumen untuk melanjutkan atau
membatalkan suatu transaksi. Artinya tidak terdapat eksploitasi terhadap
kelemahann konsumen. Akad yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam
yaitu adanya unsur kerelaan dan keadilan. Adanya unsur tersebut memberikan
kesetaraan antar para pihak yang melakukan transaksi. Pencantuman klausula
baku sendiri dilakukan untuk mengurangi asumsi risiko kerugian perusahaan
akibat kecurangan konsumen. Konsumen dapat meminta pertanggung
jawaban pelaku usaha apabila merasa dirugikan. Hal ini menunjukkan
pencantuman klausula baku bukan bentuk pengalihan tanggung jawab yang
dimaksud dalam UUPK.

Dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya dapat diketahui perbedaan
yang akan diteliti oleh peneliti yaitu pada penelitian pertama lebih difokuskan
kepada dalam hukum Islam klausula baku dilarang disebabkan memberatkan
sebelah pihak karena pada dasarnya syarat jual beli yaitu saling ridha antara
kedua belah pihak. Pada penelitian kedua lebih difokuskan kepada klausula
baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian
yang memenuhi ketentuan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dalam

penjelasan UUPK dinyatakan bahwa larangan ini dimaksudkan untuk
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menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan
prinsip kebebasan berkontrak.

Sedangkan pada penelitian ketiga penelitian tersebut lebih difokuskan
pada penerapan klausula baku dalam praktik jual beli yang berkembang
akibat kebiasaan masyarakat sebagai upaya kemudahahan dan efisiensi waktu
dalam menjalankan bisnis. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti
lakukan yakni lebih difokuskan kepada hak khiyar dalam jual beli yang

menggunakan klausula baku.
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BAB |1

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli
1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami
perkembangan dari masa ke masa. Masalah-masalah figh yang muncul
dalam jual beli juga terus bertambah seiring perkembangan cara jual beli
yang terus mengalami perubahan. Jika di zaman Rasulullah SAW jual beli
dilakukan menggunakan emas dan perak (dinar dan dirham) sebagai alat
tukarnya.

Jual beli adalah suatu persetujuan, dimana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan
pihak yang lain untuk membayar suatu harga yang telah dijanjikan.
Menurut bahasa jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan
sesuatu yang lain. Menyerahkan sesuatu harta dengan harta yang
lain atau menukarkan sesuatu sebagai penukar atas sesuatu yang
lain. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah Penukaran harta

atas penyerahan barang dan penerimaan barang untuk

ditashorufkan dengan ijab gobul sebagaimana cara yang diizinkan

oleh syara’.l7

Sebagaimana pengertian tersebut, jual beli merupakan tukar
menukar harta dengan harta yang lain atas dasar rela atau memindahkan
hak milik dengan mendapatkan ganti menuruit cara yang dibenarkan oleh
syara’.

Arti kata bai’ dan syira’ menurut bahasa adalah pertukaran
secara mutlak, baik berupa harta maupun bukan harta. Menurut

' Moh. Ah. Subhan ZA., “Hak Pilih (Khiyar) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial
Menurut Perspektif Hukum Islam”, Akademika, Volume 11, Nomor 1, Juni 2017, h. 63
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makna istilah, jual beli didefinisikan bervariasi penekanannya. Jual

beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar kerelaan.

Definisi jual beli menurut syara’ senada dengan definisinya

menurut bahasa yaitu pertukaran harta dengan harta. Figh mengatur

tatacara pelaksanaannya agar sesuai dengan syari’at Islam. Aturan
syara’ tersebut berupa ijab Kabul dan syarat rukun jual beli,
disamping keberadaan kerelaan yang menjiwai ijab Kabul.*®

Pertukaran harta dimaksudkan sebagai perpindahan kepemilikan
dengan penggantian menurut cara yang diperkenankan syara’. Definisi
jual beli yang mencantumkan atas dasar kerelaan, menempatkan kerelaan
sebagai hal penting menurut syara’. Jual beli tanpa kerelaan menjadikan
akad jual beli cacat. Kerelaan dalam jual beli kadang kala ada, kadang
kala tidak ada.

Pengertian jual beli adalah “tukar menukar harta untuk saling
dijadikan hak milik”.*® Sehingga dapat dipahami bahwa pengertian jual beli
menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau
lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli,
penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki
barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak
dilindungi oleh hukum.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah Al-Qur’an, Hadist, dan ijma’ ulama

yaitu sebagai berikut:

18 Nur Fathoni, “Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI”, Jurnal Economica,
Semarang: lAIN Walisongo, Volume IV/Edisi 1/Mei 2013, h. 57
19 Rahmat Syafe’i, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73
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Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu,
adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli
itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya
apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan
urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba),
Maka orang itu adalah penghunlzpenghum neraka;, mereka kekal di
dalamnya”. (Q.S. Al Bagarah : 275).

Tafsir dari ayat tersebut ialah setelah Allah SWT menceritakan
tentang orang-orang yang berbuat kebajikan, mengeluarkan infak,
membayar zakat, serta mengutamakan kebaikan dan sedekah kepada
orang-orang yang membutuhkan dan kepada kaum kerabat yang
dilakukan setiap keadaan dan waktu. Kemudian dalam ayat ini Allah
SWT memulai dengan menceritakan tentang orang-orang yang memakan
riba dari harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan serta
berbagai macam subhat. Lalu Allah SWT mengibaratkan keadaan kepada

mereka pada saat bangkit dan keluar dari kubur pada hari kebangkitan.

Artinya mereka tidak dapat berdiri dari kuburan mereka pada hari kiamat

% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu,
2014), h. 47
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kelak kecuali seperti berdirinya orang gila pada saat mengamuk dan
kerasukan syaitan yaitu mereka berdiri dengan posisi yang tidak
sewajarnya.?

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah
telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik dan

melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

of W Tl iy SI5al BB ¥ 14 all G
X 08 A §y (il Bl 5 @mwﬁgﬁ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan
janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa’: 29).

Tafsir ayat tersebut adalah Allah SWT melarang hamba-hamba-
Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian
lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak
syar’i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya,
sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman
hukum syar’i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya
hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba. Sehingga Ibnu Jarir
berkata: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seseorang yang membeli
baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda senang, anda dapat
mengambilnya, dan jika tidak, anda dapat mengembalikannya dan
tambahkan satu dirham”. Itulah yang difirmankan oleh Allah SWT.
“Jangar;laah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang
bathil”.

2L Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishag Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir
Jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2003), h. 546
22 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan..., h. 83

23 Abdullah bin Muhammad..., h. 191
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Sebagaimana penjelasan dari ayat tersebut bahwa Allah
mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan
batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok,
memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah., kecuali
dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka
sama suka dan saling menguntungkan.

Hadis Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam sebagai berikut:
Uil alis adle 2 i 2 u\mme@bw@uJ&
AW AR2 005 558155 (sie o 885 ¢ oniy JA DV Ua2)

*Artinya: “Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi Shallallaahu
‘alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?.
Beliau bersabda: “Pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual
beli yang bersih.” (Riwayat al-Bazzar, Hadits Shahih menurut Hakim :
606).%°

Makna Hadits, berdasarkan hadits di atas secara jelas Islam
memberi lampu hijau dan kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan
bentuk kegiatan mu’amalah (ekonomi) sesuai dengan perkembangan
kebutuhan manusia yang dinamis. Segala bentuk kegiatan muamalah
adalah diperbolenkan kecuali ada ketentuan lain yang menentukan
sebaliknya. Prinsip ini berkaitan dengan kehalalan sesuatu yang dijadikan

obyek dalam kegiatan ekonomi. Islam memiliki konsep yang jelas

mengenai halal dan haram. Dengan prinsip kebolehan ini bearti konsep

%" Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asgalani, Bulughul Maram, (Penerjemah Irfan Maulana
Hakim), (Jakarta: Darul Hag, 2016), h. 226
* bid


https://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Al-Hafizh+Ibnu+Hajar+al-Asqalani%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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halal dan haram tidak saja pada barang yang dihasilkan dari sebuah hasil
usaha, tetapi juga pada proses mendapatkanya.”®

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan
bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa
bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang
lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang
sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan
alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya. Telah terjadi
ijma’ oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual
beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada
ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada
orang lain.?’

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dapat dipahami bahwa
hukum jual beli adalah boleh. Namun tidak menutup kemungkinan
perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada
terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya
suatu pekerjaan. Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang
terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya,

mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri,

% Muhammad Qasim Kamil, Halal-Haram dalam Islam,(Depok: Mutiara Alamah Utama,
2014), h. 268

2" Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, BISNIS, Vol. 3, No. 2, Desember 2015,
h. 245
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bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku)
berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat,
dan yang disifati (al-maushuf) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).

Rukun jual beli adalah ijab dan qobul yang menunjukkan
pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.
“Secara umum jual beli terdiri dari tiga rukun yaitu: agidain (penjual dan
pembeli), ma’qud alaih (mabi’ dan tsaman), dan shighah (ijab dan
gobul)”>.® Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam
melakukan muamalah terutama dalam perdagangan atau jual beli, bebas
dalam arti tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan
dalam aturan hukum ekonomi Islam dan tidak merugikan salah satu pihak
baik itu penjual maupun pembeli, karena dasar dari muamalah itu harus
atas dasar suka sama suka dan tidak terpaksa.

Syarat secara bahasa adalah ketentuan (peraturan, petunjuk)
yang harus diindahkan dan dilakukan. Adapun syarat menurut
istilah ialah sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan
(mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah dari
ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau
sebab hukum. Syarat sahnya penjual dan pembeli sebagai berikut;
(a) baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. (b) beragama
Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda benda tertentu.
(c) ada benda atau barang yang di perjualkan belikan (ma kud
alaih) dan (d) tidak mubazir (pemborosan) dan kehendak sendiri
tidak ada paksaan dari pihak lain.?®
Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantaranya; (a) harus

suci dan tidak terkena dengan najis, (b) tidak boleh mengkait-kaitkan

dengan sesuatu, (c) tidak boleh di batasi waktunya, penjual tidak boleh

%8 Rahmat Syafe’i, Figih Muamalah.. ., h. 74
2% Shobirin, “Jual Beli.., h. 251



21

mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan
hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan, (d) barang
dapat diserahkan setelah kesepakatan akad, (e) barang yang diperjual
belikan milik sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut
hasil mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk
menjualkan, (f) barang yang diperjual belikan dapat diketahui (dilihat),
(g9) barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya,

takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.

B. Hak Khiyar
1. Pengertian Hak Khiyar

Dalam transaksi jual beli pihak penjual dan pembeli memiliki
pilihan untuk menentukan apakah mereka betul-betul akan membeli atau
menjual, membatalkannya dan atau menentukan pilihan diantara barang-
barang yang ditawarkan. Pilihan untuk meneruskan atau membatalkan
dan menjatuhkan pilihan diantara barang yang ditawarkan, jika dalam
transaksi itu ada beberapa item yang harus dipilih, dalam figh muamalah
disebut khiyar.

Kata khiyar menurut bahasa berarti memilih. Sedangkan
secara terminologi khiyar merupakan hak pilih bagi salah satu atau
kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk
melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai
dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.
Khiyar itu sendiri bersumber dari kedua belah pihak yang berakad,
seperti khiyar syarat, dan khiyar ta’yin, dan ada pula khiyar yang

bersum?oer dari syara’seperti khiyar majlis, khiyar aib dan khiyar
ru’yah.

%0 Abdul Rahman Ghazaly, Figih Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 97
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Sebagaimana penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa hak pilih
(khiyar) ditetapkan syari’at Islam bagi orang-orang yang melakukan
transaksi perdata khususnya masalah ekonomi. Khiyar penting dalam
transaksi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua
pihak yang melakukan transaksi serta melindungi mereka dari bahaya
yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka, sehingga
kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-
baiknya.

Secara etimologi, khiyar berarti memilih, menyisihkan, dan
menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik
dari dua hal atau lebih untuk dijadikan orientasi. Kemudian secara
terminologis dalam ilmu figih, khiyar berarti hak yang dimiliki
orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua
hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau
membatalkannya.®*

Sebagaimana pengertian tersebut, khiyar dalam akad jual beli
berarti hak memilih bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu
transaksi jual beli untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan akad
yang telah diadakan.

2. Dasar Hukum Khiyar

Landasan dasar disyariatkannya khiyar ini berdasarkan hadis-hadis

Nabi saw., antara lain:

31 Abdul Ghofur Anshori, Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan
Implementasi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 51
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Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau
bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka
masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka
belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak
memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah
satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli,
maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi
jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan)
jual belinzya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan
Muslim)®
Asbabul wurud turunnya hadist, hadist ini dikeluarkan oleh
Muslim, dan hadist ini shahih. Hadist tersebut dari Ibnu Umar Ra. Dari
Rasulullah Saw yang menjelaskan apabila ada dua orang melakukan
jual beli maka masing-masing keduamya mempunyai hak khiyar, selama
mereka belum berpisah. Dan hadist tersebut ditunjukkan dengan
perbuatan Ibnu Umar yang terkenal. Bila kedua pihak semuanya berdiri
dan pergi bersama-sama, maka hak khiyar tetap ada. Kemudian

Rasulullah SAW menyebutkan sebagian dari sebab-sebab keberkahan

dan pertumbuhan, sebagian dari sebab-sebab kerugian dan kerusakan.*

%2 Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asgalani, Terjemah Kitab.., h. 242
%% Sayyid Sabig, Figh Sunnah, terjemahan: Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,
2006), h.47
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Artinya: “Nabi saw bersabda: Apabila kamu menjual maka
katakanlah dengan jujur dan jangan menipu. Jika kamu membeli sesuatu
maka engkau mempunyai hal pilih selama tiga hari, jika kamu rela maka
ambillah, tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya.” (HR.
lbnu Majah)**

Sebagaimana kedua hadis di atas suatu transaksi baru dianggap
sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah
badan atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk
menjual dan atau membeli. Dalam Islam, untuk mencapai asas suka
sama suka (rela) dalamjual beli hendaknya diawali dengan adanya
keterusterangan penjual mengenai barang yang dijual. Tujuan adanya hak
khiyar seperti tersebut dalam hadis di atas untuk mencapai kesepakan
jual beli, sehingga masing-masing pihak saling ridha atas transaksi yang
dilakukan. Hak khiyar dilakukan dengan syarat masing-masing pihak
masih dalam tempat jual beli.*®

Sebagaimana penjelasan tersebut, apabila dikaji lebih jauh, asas
ini tidak akan tercapai, baik sebelum maupun sesudah melakuan
transaksi, ketika kondisi barang yang diakadkan dalam kondisi tidak
seperti yang diharapkan. Salah satunya yaitu barang yang dimaksudkan
memiliki cacat dan kerusakan. Oleh sebab itu, hak khiyar ini diperlukan

oleh masing-masing pihak.

3. Macam-Macam Khiyar

** 1bid
% Ibid
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Terdapat beberapa macam bentuk-bentuk khiyar, namun hak yang
dimiliki pembeli dapat dibedakan menjadi empat macam sebagai berikut:
a. Kbhiyar al Majelis

Khiyar al majlis adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli
untuk meneruskan atau membatalkan transaksi, selama kedua belah
pihak masih berada dalam majlis akad dan belum berpisah badan
khiyar seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat
mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi.

Khiyar majlis dinyatakan telah habis apabila:

1) Keduanya memilih akan meneruskan akad. Apabila salah seorang
diantara mereka memilih akan meneruskan akad, habislah khiyar
dari pihaknya, tetapi hak yang lain masih tetap.

2) Keduanya terpisah dari tempat jual beli. Arti berpisah ialah
menurut kebiasaan. Apabila adat kebiasaan telah menghukum
bahwa keadaan keduanya sudah berpisah, tetaplah jual beli antara
keduanya. Tapi apabila adat kebiasaan mengatakan belum
berpisah, masih terbukalah pintu khiyar bagi keduanya. Kalau
keduanya berselisih.

b. Khiyar Ta'yin

Khiyar ta’yin yaitu “khiyar yang terjadi dalam hal barang yang

menjadi obyek jual beli tidak hanya berupa sebuah barang. Sehingga

apabila pembeli telah menjatuhkan pilihannya terhadap satu barang,
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maka barang itulah yang menjadi obyek akad”.% Syarat-syarat yang
harus diperhatikan dalam khiyar ta’yin adalah bahwa pilihan
maksimal tiga barang saja, harganya harus diketahui secara pasti, dan
harus ada limitasi waktu yang jelas agar penjual mempunyai kepastian
terhadap barang yang benar-benar dipilih.
c. Khiyar Syarat
Khiyar syarat yaitu hak memilih antara melangsungkan atau
membatalkan akad yang telah terjadi, bagi masing-masing atau salah
satu pihak dalam waktu tertentu. Khiyar ini berlaku terhadap akad
yang tidak mengikat secara pasti atau akad yang dapat difasakh.
d. Khiyar Rukyat
Khiyar rukyat yaitu khiyar yang terjadi dalam jual beli yang
hanya menyebutkan sifat dari suatu barang, tanpa ditunjukkannya
barang tersebut. Sehingga apabila akad sudah terjadi, tetapi barang
yang diserahkan tidak sesuai dengan sifat atau spesifikasi yang telah
ditentukan, maka pembeli berhak untuk tetap melangsungkan atau
membatalkan akad yang telah dibuatnya.
e. Khiyar Cacat/khiyar ‘Aib
khiyar ‘aib adalah si pembeli boleh mengembalikan barang
yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat suatu cacat yang
mengurangi kualitas barang itu, atau mengurangi harganya, sedangkan

biasanya barang yang seperti itu baik; dan sewaktu akad cacat itu

% Abdul Ghofur Anshori, Hukum perjanjian.., h. 51
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sudah ada, tetapi si pembeli tidak tahu; atau terjadi sesudah akad,
yaitu sebelum diterimanya. Apabila akad telah berlangsung dan si
pembeli telah mengetahui adanya cacat, dalam keadaan seperti itu
akad merupakan kelaziman dan tidak ada khiyar (lagi), karena ia telah
rela dengan barang tersebut.
Adapun syarat-syarat berlakunya khiyar ‘aib, menurut para
pakar figh, setelah diketahui ada cacat pada barang itu adalah:
1) Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah
terima barang dan harga; atau cacat itu merupakan cacat lama.
2) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika
akad berlangsung
3) Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak
mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
4) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.®’
C. Khiyar dalam Hukum Ekonomi Syariah
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya pada Pasal 20 ayat 8
dinyatakan bahwa khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk
melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.® Jika dilihat
dari definisi tersebut, khiyar ialah adanya pemikiran yang sungguh-sungguh
baik dari sisi negatif maupun positif bagi kedua pihak sebelum benar-benar
memutuskan untuk jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi
dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak khiyar itu ditetapkan

dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak

yang melakukan jaul beli.

%" Moh. Ah. Subhan ZA., “Hak Pilih (Khiyar).., h. 70
%8 PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 16
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Sebagaimana penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa khiyar
merupakan hak pilih bagi pembeli untuk dapat meneruskan atau membatalkan
jual beli yang berlangsung. Hak khiyar merupakan suatu bentuk pemikiran
yang dilakukan oleh pembeli untuk benar-benar memutuskan transaksi jual
beli tersebut akan diteruskan atau dibatalkan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau KHES buku Il Bab
IX Khiyar Bagian Pertama Khiyar Syarth Pasal 227 (1) Penjual dan atau
pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam
rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya. (2)
Waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain
dalam akad. Pasal 228 Apabila masa khiyar telah lewat, sedangkan para pihak
yang mempunyai hak khiyar tidak menyatakan membatalkan atau
melanjutkan akad jual-beli, akad jual-beli berlaku secara sempurna.®

Pasal 229 (1) Hak khiyar al-syarth tidak dapat diwariskan. (2) Pembeli
menjadi pemilik penuh atas benda yang dijual setelah kematian penjual pada
masa khiyar. (3) Kepemilikan benda yang berada dalam rentang waktu khiyar
berpindah kepada ahli waris pembeli jika pembeli meninggal dalam masa
khiyar. Pasal 230 Pembeli wajib membayar penuh terhadap benda yang
dibelinya jika benda itu rusak ketika sudah berada di tangannya sesuai dengan
harga sebelum rusak.*

Bagian Kedua Khiyar Naqdi Pasal 231 (1) Penjual dan pembeli dapat

melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan. (2) Jual-beli

¥ 1bid., 63
“1bid., 64
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sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal jika pembeli tidak membayar
benda yang dibelinya pada waktu yang dijanjikan. (3) Jual-beli sebagaimana
ditetapkan pada ayat (1) batal jika pembeli meninggal pada tenggang waktu
khiyar sebelum melakukan pembayaran.*

Bagian Ketiga Khiyar Ru'yah Pasal 232 (1) Pembeli berhak
memeriksa contoh benda yang akan dibelinya. (2) Pembeli berhak untuk
meneruskan atau membatalkan akad jual-beli benda yang telah diperiksanya.
(3) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual-beli jika
benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh. (4) Hak untuk memeriksa
benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.*?

Pasal 233 (1) Pembeli benda yang termasuk benda tetap, dapat
memeriksa seluruhnya atau sebagiannya saja. (2) Pembeli benda bergerak
yang ragam jenisnya, harus memeriksa seluruh jenis benda-benda tersebut.
Pasal 234 (1) Pembeli yang buta boleh melakukan jual-beli dengan hak
ru’yah melalui media. (2) Pemeriksaan benda yang akan dibeli oleh pembeli
yang buta dapat dilakukan secara langsung atau oleh wakilnya. (3) Pembeli
yang buta kehilangan hak pilihnya jika benda yang dibeli sudah dijelaskan
sifat-sifatnya, dan telah diraba, dicium, atau dicicipi olehnya.

Bagian Keempat Khiyar ‘Aib Pasal 235 Benda yang diperjualbelikan
harus terbebas dari ‘aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Pasal 236
Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang obyeknya

‘aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual. Pasal 237 (1) ‘aib benda

1 1bid., 65
2 1bid
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yang menimbulkan perselisinan antara pihak penjual dan pihak pembeli
diselesaikan oleh Pengadilan. (2) ‘aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh
ahli dan atau lembaga yang berwenang. (3) Penjual wajib mengembalikan
uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan ‘aib karena
kelalaian penjual. (4) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual-
beli dari pembeli apabila ‘aib benda terjadi karena kelalaian pembeli. 43

Pasal 238 Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda
tambahan dari benda yang ‘aib yang disengketakan. Pasal 239 (1) Pembeli
bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti
beberapa diantaranya sudah ‘aib sebelum serah terima. (2) Pembeli
dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak ‘aib. Pasal 240 Obyek
jual-beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat
dikembalikan.**

Pasal 241 (1) Penjualan benda yang ‘aibnya tidak merusak kualitas
benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah.
(2) Pembeli dalam penjualan benda yang ‘aib yang dapat merusak
kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan
berhak memperoleh seluruh uangnya kembali. Pasal 242 (1) Penjualan benda
yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. (2) Pembeli berhak untuk
mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan

berhak menerima kembali seluruh uangnya.*®

“ bid., 66
* 1bid
* 1bid
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Khiyar ta’yin dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah termasuk ke
dalam jenis Khiyar ghabn, dalam buku Il KHES Bagian Kelima Khiyar
Ghabn dan Taghrib Pasal 243 Pembeli berhak untuk meneruskan atau
membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai
kualitas benda yang dijualnya. Pasal 244 (1) Pembeli dapat menuntut pihak
penjual untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya. (2)
Pembeli dapat mengajukan ke pengadilan untuk menetapkan agar pemberi
keterangan palsu untuk menyediakan barang Yyang sesuai dengan
keterangannya atau didenda.*®

Pasal 245 (1) Hak pilih karena salah memberi keterangan sebagai
ditetapkan pada ayat (1) dapat diwariskan. (2) Pembeli kehilangan hak
pilihnya sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) dan (2), jika ia telah
memanfaatkan benda yang dibelinya secara sempurna. Pasal 246 Penjualan
benda yang didasarkan keterangan yang salah yang dilakukan dengan sengaja
oleh penjual atau wakilnya, adalah batal.*’

Pasal 247 (1) Pembelian benda yang haram diperjualbelikan, tidak
sah. (2) Pembeli benda yang disertai keterangan yang salah yang dilakukan
tidak sengaja, adalah sah. (3) Pembeli dalam akad yang diatur pada ayat (2) di

atas, berhak untuk membatalkan atau meneruskan akad tersebut. Pasal 248 (1)

Pihak yang merasa tertipu dalam akad jual-beli dapat membatalkan penjualan

 1bid, 67
7 1bid
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tersebut. (2) Persengketaan antara korban penipuan dengan pelaku penipuan
dapat diselesaikan dengan damai/al-shulh dan atau ke pengadilan.*®

Pasal 249 Pembeli yang menjadi korban penipuan, kehilangan hak
untuk membatalkan akad jual-beli jika benda yang dijadikan obyek akad telah
dimanfaatkan secara sempurna. Pasal 250 (1) Hak untuk melakukan
pembatalan akad jual-beli yang disertai dengan penipuan, tidak dapat
diwariskan. (2) Hak untuk melakukan pembatalan akad jual-beli yang disertai
dengan penipuan, berakhir apabila pihak yang tertipu telah mengubah dan

atau memodifikasi benda yang dijadikan obyek jual-beli.*®

D. Klausula Baku
1. Pengertian Klausula Baku

Hukum perjanjian memberikan ruang kepada para pihak untuk
membentuk dan menentukan isi dari perjanjian yang akan dilakukan,
meski demikian, dalam penerapanya terjadi beberapa permasalahan yang
sering dialami dalam menjalankan perjanjian tersebut, salah satu
diantaranya adalah adanya kontrak baku, dalam Undang-Undang Nomor 8
tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang

tersebut Pasal 1 Angka 10 disebutkan bahwa:
Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-
syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara
sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen

dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh
konsumen.*

*® |bid, 68
** Ibid, 69
*0 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
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Berpijak pada aturan tersebut maka dapat diketahui bahwa di
dalam klausula baku yang dibuat, terdapat unsur keharusan yang harus
dilakukan oleh salah satu pihak dalam rangka pemenuhan atas aturan
yang ada di dalam perjanjian tersebut. Merujuk pada landasan dasar
dilakukanya suatu kontrak atau perjanjian, dalam hal ini cenderung
mengacu pada hal-hal yang bersifat bisnis atau ekonomi (keuangan).

Perbedaan antara klausula baku dengan perjanjian baku
yakni perjanjian baku adalah persetujuan baik tertulis maupun lisan
yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang umumnya adalah
kumpulan dari klausula-klausula. Sedangkan klausula baku adalah
bagian tersendiri dari perjanjian yaitu klausul, syarat, atau kondisi
yang bersifat telah ditentukan sebelumnya (baku) dan menjadi
bagian dari perjanjian yang akan dibuat.”

Oleh karena itu dalam suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak,
seharusnya mampu mewadahi kepentingan-kepentian para pihak. Adanya
kepentingan para pihak, merupakan suatu hal yang tidak dapat
dipisahkan, karena pada dasarnya dalam kontrak perjanjian yang
dilakukan para pihak di dalamnya sama-sama memiliki kepentingan.

2. Kedudukan Klausula Baku

Kedudukan klausula baku dalam hukum perjanjian di Indonesia
dapat ditelusuri dari dasar hukum yang mengatur terkait dengan klausula
baku tersebut, serta penggunaan klausula baku dalam hubungan
keperdataan yang dilakukan oleh para pihak. Mengenai kedudukan

klausula baku dapat dilihat dari aturan hukum yang mengaturnya serta

beberapa contoh perjanjian yang menggunakan klausula baku.

> Ahmad Fikri Assegaf, Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku, (Jakarta: Pusat Studi
Hukum Kebijakan Indonesia, 2014), h. 4
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Aturan hukum di Indonesia telah mengatur terkait dengan

klausula baku yang biasanya digunakan di dalam hubungan bisnis atau

perjanjian, dalam hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 18

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di

dalam pasal tersebut jelas disebutkan bahwa adanya aturan-aturan yang

mengatur keberadaan klausula baku yaitu:

a.
b.

C.

menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan
kembali barang yang dibeli konsumen;

menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan
kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli
oleh konsumen;

menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan
segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli
oleh konsumen secara angsuran;

mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa
atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual
beli jasa

menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa
aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang
dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen
memanfaatkan jasa yang dibelinya;

menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha
untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan
terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.>

Selain itu, dalam aturan yang terdapat di dalam Pasal 18 Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Pelaku usaha

dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit

terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya

sulit dimengerti”. Sedangkan pada ayat (3) lebih lanjut disebutkan bahwa:

> 1bid
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“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada
dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”.
Dalam penerapanya adanya ketentuan pada ayat (3) tersebut penggunaan
kalusula baku yang letaknya sebagaimana yang diatur di dalam ayat (1)
dan (2), masih banyak dijumpai. Tidak hanya berhenti disitu, di dalam
ayat (3) bahwa, “Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang
bertentangan dengan undang-undang ini”.*?
a. Penggunaan Klausula Baku Dalam Perjanjian Saat Ini
Penggunaan klausula baku dalam suatu perjanjian muncul dari
kebutuhan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, bahwa dalam
suatu hubungan bisnis yang membutuhkan suatu akta perjanjian
yang cukup rumit dan menghabiskan banyak biaya, maka dengan
adanya klausula baku diharapkan dapat memangkas biaya
operasional yang dibutuhkan serta mempersingkat waktu. Meski
demikian dalam penerapanya keinginan untuk menghemat biaya
operasional serta mempersingkat waktu dalam membuat suatu
perjanjian tersebut tidak jarang justru menimbulkan konflik yang
timbul pada saat proses pelaksanaan perjanjian tersebut.
Pihak yang berkedudukan lemah cenderung hanya menerima
dan menandatangani isi perjanjian karena dia tidak memiliki daya

tawar untuk merubah isi kontrak tersebut. Jika berdasar pada dari

> 1bid



36

tujuan yang hendak diraih oleh para pihak dalam sutau perjanjian
tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian yang dilakukan tersebut
bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan sekaligus sebagai dasar
hukum bagi para pihak untuk berbuat maupun tidak berbuat
sesuatu.*

Adapun isi dari perjanjian yang lahir dari kesepakatan antara
kedua belah pihak tersebut menjadi dasar bagi para pihak dalam
mencapai tujuan serta kepentingan masing-masing. Penggunaan
klausula baku dalam perjanjian saat ini tidak dapat dilepaskan dari
kebutuhan pengusaha yang menginginkan adanya suatu perjanjian
yang cepat dengan biaya yang murah sehingga dapat menghemat
biaya yang dikeluarkan (efisien).

Pengaturan Klausula Baku dalam Mencapai Keadilan

Hubungan keperdataan yang timbul pada para pihak yang
saling mengikatkan diri, memberikan konsekuensi hukum yang
harus ditaati dan di jalankan oleh kedua belah pihak tersebut,
lahirnya hubungan tersebut berawal dari adanya kesepakatan dengan
tujuan yang akan dicapai.” Selain berkaitan dengan klausula baku
upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai keadilan berkontrak
dapat dilakukan dengan upaya pembinaan dan pengawasan, dalam

hal ini tanggung jawab pembinaan berada pada pemerintah

** Ibid
> bid
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sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 Undang-undang No. 8 Tahun

1999 vyaitu;

1)

2)

3)

4)

5)

Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan

perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak

konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban
konsumen dan pelaku usaha.

Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan

konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan

koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:

a) terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang
sehat antara pelaku usaha dan konsumen;

b) berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat;

c) meningkatnya Kkualitas sumber daya manusia serta
meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di
bidang perlindungan konsumen.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan

perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.>®

*® Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
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Upaya pengaturan klausula baku tidak akan dapat berjalan
ketika tidak ada usaha pembinaan dan pengawasan yang dilakukan
olen pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang dapat
membuat iklim hubungan para pihak dapat berjalan dengan baik.
Dengan adanya pembinaan tersebut diharapkan mampu menciptakan
pelaku usaha yang kuat serta menjadikan konsumen yang mandiri
serta hubungan yang sehat antara produsen dan konsumen.

3. Jual Beli dengan Klausula Baku

Awal mula terbentuknya klausula baku dalam perjanjian lahir
demi mendukung efektifitas dan efisiensi dalam bertransaksi. Namun
dalam perkembangannya terdapat pendapat yang mendukung serta
menolak adanya klausula baku dalam perjanjian. Pendapat yang
mendukung keberadaan klausula baku berdasarkan diri pada fiksi adanya
kemauan dan kepercayaan dari para pihakyang mengikatkan diri dalam
perjanjian.

Secara konseptual juga didasarkan pada asas kebebasan
berkontrak dan kebiasaan dan pendapat yang membolehkan klausula baku
ini dikarenakan dapat memudahkan transaksi. Dari sisi lain, terdapat yang
memberikan kritik terhadap adanya klasula baku dalam perjanjian
mendasarkan diri pada ketidakseimbangan kedudukan dan ketiadaan
negosisasi dalam perjanjian. Serta dengan pemberlakuan klausula baku
akan ada pihak yang merasa dirugikan dan merasa haknya direnggut.

Penerapan klausula baku yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang
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lemah vyaitu konsumen, atau hal ini biasa dikenal dengan istilah
penyalahgunaan keadaan (misbruik vanomstadigheden).

Banyak pengusaha yang menggunakan klausula baku untuk
mempercepat proses perjanjian jual beli yang isinya terlebih dahulu
ditentukan oleh pelaku usaha tanpa ada negosiasi dengan konsumen.
Syarat-syarat klausula baku yaitu syarat-syarat konsep tertulis yang
dimuat dalam beberapa perjajian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya
tidak tentu, tanpa membicarakan isinya lebih dahulu.

Pelaku usaha menggunakan peraturan ini untuk melindungi
usahanya dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kelalaian pembeli saat
hendak membeli barang atau ketidak telitian pembeli dalam memilih
barang yang akan dibeli. Maka dari itu demi menjaga kelancaran
usahanya dan terhindar dari hal-hal yang beresiko pelaku usaha
menggunakan sistem klausula baku sebagai peraturan dalam menjual
barang.”’

Klausula baku adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu
perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi
kewajibannya membayar ganti rugi seluruh atau sebagiannya yang terjadi
karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum. Klausula baku
merupakan klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan
menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan

kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual). Klausula baku yang

*" Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
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biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur
esensial dari perjanjian pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku.
Klausula tersebut cenderung merugikan konsumen, sebab beban yang

seharusnya ditanggung produsen justru ditanggung oleh konsumen.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang
dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat
disebut pula dengan penelitian lapangan (field research), yaitu mengkaji
ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya
di masyarakat. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan
terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di
masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-
fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul
kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya
menuju pada penyelesaian masalah.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu
metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-
fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau.

Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan pada
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variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa
adanya.”®

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian
deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan
data seteliti mungkin tentang keadaan yang sedang terjadi. Tujuannya
adalah untuk mempertegas hasil penelitian agar dapat membantu dalam
menjelaskan data, keadaan dan gejala-gejala yang signifikan mengenai
penelitian tinjauan hukum ekonomi syariah tentang hak khiyar dalam jual
beli yang menggunakan klausula baku di Distributor PT. Inti Kertasindo

Sinar Cemerlang Kota Metro.

B. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data
dihasilkan. Sedangkan data primer merupakan data yang dikumpulkan
secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan
penelitian yang dilakukan dengan penelitian deskriptif dengan
menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun
observasi. Dengan demikian data primer diperoleh dari sumber data

primer.>

%8 Muh. Fitrah dan Luthfiyah, Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan
Kelas Dan Studi Kasus, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), h. 36

* Asep Hermawan, Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif, (Jakarta: PT Grasindo,
2005), h. 168
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Sampel bagi metode kualitatif sifatnya purposive artinya sesuai
dengan maksud dan tujuan penelitian. Sampel metode kualitatif tidak
menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas
informasi, kredibilitas dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh
informan atau partisipan.®® Pada penelitian ini, cara menentukan sumber
data primer dengan metode purposive sampling sehingga yang menjadi
sumber utamanya adalah marketing dan tiga konsumen. Dimana
marketing dan konsumen berhubungan langsung dengan jual beli di
distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber
kedua atau sumber sekunder dari data yang Kita butuhkan. Sedangkan
data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-
variabel yang telah dikumpulkan dan telah dihimpun sebelumnya oleh
pihak lain. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku dan
jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya,
Figih Muamalat karya Abdul Rahman Ghazaly, Jurnal Bisnis dan
Manajemen Islam karya Shobirin dengan judul Jual Beli dalam
Pandangan Islam, Jurnal Economica karya Nur Fathoni dengan judul
Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI, Figih Muamalah karya

Rahmat Syafe’i, Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku karya

% JR. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya,
(Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 115


https://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Abdul+Ghofur+Anshori%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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Ahmad Fikri Assegaf serta dokumentasi dari sumber-sumber yang terkait

dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data
Setelah ditemukan sumber data yang akan digunakan kemudian
dilakukan pengumpulan data. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan
rancangan penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh dengan
jalan pengamatan, percobaan atau pengukuran gejala yang diteliti.®*
Pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan berbagai metode berikut:
1. Wawancara
Wawancara (interview) dilakukan untuk mendapatkan informasi,
yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Oleh karena
itu peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan. Pertanyaan
sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan
orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita. Dengan mengaju
kan pertanyaan peneliti masuk dalam alam berpikir orang lain,
mendapatkan apa yang ada dalam pikiran mereka dan mengerti apa yang
mereka pikirkan. Karena persepsi, perasaan, pikiran orang sangat berarti,
dapat dipahami dan dapat dieksplisitkan dan dianalisis secara ilmiah.®
Wawancara yang dimaksud disini adalah terkait dengan
pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah

tertentu. Metode ini digunakan agar peneliti dapat memecahkan berbagai

%1 Muh. Fitrah dan Luthfiyah, Metodologi Penelitian...., h. 30
® Ibid, h. 116
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pertanyaan yang muncul mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah
tentang hak khiyar dalam jual beli yang menggunakan klausula baku di
distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro. Sumber-
sumber yang akan peneliti wawancarai adalah Sigit Purnomo selaku
Marketing dan Teguh Muslih, Ridwan Nasrul, Joe Sandi selaku
Konsumen di distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota
Metro.
2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data
kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang
dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.®® Metode
dokumentasi untuk mencari data yang diperlukan dalam penelitian yaitu
tinjauan hukum ekonomi syariah tentang hak khiyar dalam jual beli yang
menggunakan klausula Baku. Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam
pengumpulan data yakni peneliti menyelidiki atau menganalisis benda-
benda tertulis seperti peraturan-peraturan, catatan harian, laporan
kegiatan, bukti-bukti kuitansi, dan foto-foto yang berkaitan dengan jual

beli di distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro.

D. Teknik Analisis Data
Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil

wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu

% Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat: CV
Jejak, 2018), h. 153


https://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Albi+Anggito,+Johan+Setiawan%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Inilah yang disebut hasil
temuan atau findings. Metode kualitatif bersifat induktif yaitu mulai dari
fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus.
Dari realita dan fakta yang khusus ini kemudian peneliti membangun pola-
pola umum. Induktif berarti bertitik tolak dari yang khusus ke umum.®
Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti
menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut di analisa
dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi
tentang tinjauan hukum ekonomi syariah tentang hak khiyar dalam jual beli
yang menggunakan klausula baku di distributor PT. Inti Kertasindo Sinar

Cemerlang Kota Metro.

% J.R. Raco, Metode Penelitian..., h. 121
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang
Kota Metro

Bulan April tahun 2001 berdiri sebuah perusahaan distribusi kertas
dalam bentuk Usaha Dagang (UD) dengan nama Inti Kertasindo Sinar
Cemerlang. Seiring dengan semakin majunya perkembangan bisnis maka
pada bulan November tahun 2007, kami berubah nama menjadi PT. Inti
Kertasindo Sinar Cemerlang, sebagai distributor kertas yang kini telah
berkembang semakin besar dengan melayani pelanggan dari seluruh
Lampung. Untuk mendukung perkembangan usaha, PT. Inti Kertasindo Sinar
Cemerlang berkantor di JI. Tembesu No.16b Campang Raya, Tanjung Karang
Timur E-mail: acc_iksc@yahoo.com dan membuka pusat distribusi di Kota
Metro dengan alamat Jl. Dewi Sartika 29 Metro Utara Nomor Telepon: 0721-
786178 E-mail: acc_iksc@yahoo.com.®

PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang merupakan perusahaan yang
bergerak dalam bidang Distributor Kertas di Lampung. PT. Inti Kertasindo
Sinar Cemerlang menyediakan kertas yang berkualitas tinggi dengan harga
bersaing dan memberikan pelayanan yang cepat serta efisien, dari proses

penerimaan order sampai dengan pengiriman kertas.®

% Profil PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang
% profil PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang


mailto:acc_iksc@yahoo.com
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PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang menyediakan berbagai macam
kebutuhan kertas, baik kertas lokal maupun kertas import diantaranya Kertas
HVS, NCR, Kartutik, Kraft Paper Brown, Koran, Premium Book Paper,
Imperial Paper, Art Paper, Matt Paper, Art Karton, Ivory, Duplex, dan Coated
White back.®’

Visi
Menjadi distributor Kkertas terbaik di Lampung yang didukung oleh produk
yang terbaik, inovatif, tim yang komunikatif dan layanan yang ramah dan
efisien.®®
Misi
Mampu memenuhi permintaan percetakan, penerbitan, dan konverting akan
kebutuhan berbagai produk kertas dengan kualitas terbaik, ketersediaan stock,
harga bersaing, dengan pelayanan yang cepat dan efisien.®®
. Penggunaan Klausula Baku di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar
Cemerlang Kota Metro

Penerapan klausula baku yang dilakukan oleh pihak penjual yang
memiliki kedudukan lebih kuat terhadap pihak pembeli yang memiliki
kedudukan lemah dapat memberikan dampak kerugian yang sangat besar
terhadap pihak pembeli yaitu pihak pembeli tidak dapat secara leluasa
melakukan penawaran terhadap barang yang akan dibelinya, sehingga

keadaan tersebut dapat disebut sebagai penyalahgunaan keadaan.

%7 profil PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang
% Profil PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang
% Profil PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang
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PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang selaku pihak penjual menetapkan
dan membuat sendiri isi dari peraturan atau klausula baku yang diterapkan
pada transaksi dalam bentuk tulisan tanpa sepengetahuan pembeli dan isi dari
peraturan tersebut harus diikuti dan dipatuhi oleh pembeli serta peraturan
tersebut mengikat kedua belah pihak dan menjadi dasar hukum bagi
keduanya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan marketing dapat diketahui
bahwa proses transaksi jual beli yang dilakukan di distributor PT. Inti
Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro adalah konsumen dapat memesan
dengan menggunakan dua cara yakni dapat memesan secara langsung kepada
marketing yang sedang bertugas, dan dengan cara memesan melalui telpon
maupun whatsapp. Setelah konsumen memesan barang, maka marketing akan
memberikan konfirmasi kepada petugas yang ada digudang distributor PT.
Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro untuk mempersiapkan barang
yang telah dipesan oleh konsumen, dan langsung diantarkan oleh petugas
pengantaran barang.”

Kesepakatan dalam transaksi jual beli di Distributor PT. Inti
Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro adalah apabila konsumen memesan
barang kemudian barang yang sudah diantarkan ada yang mengalami
kerusakan maka konsumen memiliki hak untuk dapat menukarkan barang

tersebut dengan ketentuan pertama, barang yang ditukarkan tidak lebih dari

"0 Surya Wijaya selaku manager gudang distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang
(wawancara pada hari Jum’at 27 Desember 2019)

™ Sigit Purnomo selaku marketing distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang
(wawancara pada hari Jum’at 27 Desember 2019)
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jangka waktu 24 jam ketika barang sampai pada konsumen. Kedua, apabila
barang yang ditukarkan masih tersedia di gudang.’

Pengembalian barang apabila konsumen menemukan barang yang
rusak, namun tidak semua konsumen mendapatkan pengembalian barang.
Pengembalian barang dapat dilakukan apabila konsumen memenuhi
kesepakatan yang telah disepakati antara marketing dan konsumen tersebut.
Konsumen akan mendapatkan penukaran barang apabila stok barang di
gudang distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro masih
tersedia dan tidak melebihi batas waktu penukaran selama 24 jam.”

Barang-barang yang bersegel seperti kertas HVS per rim tidak dapat
ditukar ataupun dikembalikan jika konsumen telah membayar produk tersebut
dan apabila produk tersebut tidak berada dalam keadaan baik-baik saja seperti
kertas dalam keadaan basah/lembab bahkan robek maka terpaksa konsumen
menerima kerugian atas pembelian tersebut. Letak klausul terdapat pada
bagian bawah Kkuitansi/nota pembelian dengan isi klausul “Harap diperiksa,
barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”.™

Berdasarkan hasil wawancara dengan para konsumen dapat diketahui
bahwa proses pemesanan barang yang dilakukan di distributor PT. Inti

Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro adalah marketing datang kepada

calon konsumen untuk mempromosikan barang-barang yang ada di

"2 Sigit Purnomo selaku marketing distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang
(wawancara pada hari Jum’at 27 Desember 2019)

™ Sigit Purnomo selaku marketing distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang
(wawancara pada hari Jum’at 27 Desember 2019)

™ Surya Wijaya selaku manager gudang distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang
(wawancara pada hari Jum’at 27 Desember 2019)
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Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang. Kemudian konsumen
memesan barang kepada marketing. Setelah konsumen memesan barang,
maka pihak distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang akan langsung
mengantarkan pesanan tersebut.”

Kesepakatan dalam transaksi jual beli di Distributor PT. Inti
Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro adalah sebelum konsumen memesan
barang kepada marketing PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang, konsumen
dan marketing melakukan kesepakatan bahwa apabila ada barang yang rusak,
maka konsumen memiliki hak untuk menukar barang atau return. Namun,
penukaran barang tersebut dapat dilakukan dengan syarat apabila barang yang
akan ditukarkan masih ada stok di gudang. Jika stok digudang tidak ada,
maka konsumen tidak akan mendapatkan hak penukaran barang sehingga
konsumen harus menerima kerugian tersebut. "

Proses penukaran barang dalam jual beli yang menggunakan klausula
baku di distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro adalah
dengan cara konsumen menghubungi marketing sebelum melebihi waktu 24
jam dan mengecek ketersediaan barang yang ditukar. Maka barang yang
masih tersedia di gudang langsung diantarkan oleh petugas antar pada

konsumen.’’

> Teguh Muslih, Ridwan Nasrul, dan Joe Sandi selaku konsumen distributor PT. Inti
Kertasindo Sinar Cemerlang (wawancara pada hari Kamis 26 Desember 2019)

’® Teguh Muslih, Ridwan Nasrul, dan Joe Sandi selaku konsumen distributor PT. Inti
Kertasindo Sinar Cemerlang (wawancara pada hari Kamis 26 Desember 2019)

" Teguh Muslih, Ridwan Nasrul, dan Joe Sandi selaku konsumen distributor PT. Inti
Kertasindo Sinar Cemerlang (wawancara pada hari Kamis 26 Desember 2019)
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C. Hak Khiyar dalam Jual Beli yang Menggunakan Klausula Baku di
Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro Ditinjauan
dari Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli dengan menggunakan perjanjian baku merupakan suatu
transaksi jual beli yang mana telah ditetapkan bentuk negosiasi melalui suatu
perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli bahwa barang yang telah dibeli
tersebut tidak dapat ditukar maupun dikembalikan kembali. Hak khiyar
ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata
agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga
kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-
baiknya.

Jual beli yang diterapkan oleh PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang
menerapkan kalusula baku untuk membatasi tanggungjawab pelaku usaha
untuk tidak menerima barang yang sudah dibeli oleh konsumen. Klausula
baku pada jual beli kertas/ATK, membatasi tanggung jawab distributor untuk
tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang yang menjadi tanggung
jawabnya. Adanya pembatasan tanggung jawab distributor dirasakan sangat
merugikan pihak konsumen bila terjadi kerusakan pada barang yang
dibelinya.

Penerapan klausula baku yang diberlakukan pada PT. Inti Kertasindo
Sinar Cemerlang berbentuk tulisan yang dibuat secara sepihak oleh
perusahaan. PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang membuat isi dari klausul
tersebut tanpa sepengetahuan konsumen. klausula baku di Distribusitor PT.

Inti Kertasindo Sinar Cemerlang berbentuk secara tertulis, di mana klausul
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dicantumkan pada kuitansi/nota pembayaran ditulis pada bagian bawah
kuitansi/nota dan ditulis dengan huruf yang kecil, sehingga jika konsumen
tidak terlalu memperhatikan kuitansi/nota tersebut maka konsumen tidak akan
mengetahui adanya klausula baku di PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang.
Klausula baku yang dibuat oleh PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang,
terdapat unsur keharusan yang harus dilakukan oleh konsumen dalam rangka
pemenuhan atas aturan yang ada di dalam perjanjian tersebut.

Pencantuman klausula baku pada jual beli kertas/ATK, PT. Inti
Kertasindo Sinar Cemerlang diwajibkan mengikuti prosedur yang telah
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang
Perlindungan Konsumen. Kontrak yang dibuat dengan klausula baku harus
sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan. Dengan adanya ketentuan tersebut,
semestinya pihak penjual memperhatikan hak-hak konsumen selaku pihak
yang menggunakan produk barang yang dijual sehingga terjadi keseimbangan
antara pihak penjual dengan pembeli dan penjual tidak hanya mengejar
keuntungan semata, namun penjual juga memperhatihan hak-hak yang
dimiliki pembeli.

Adanya klausula baku pada kuitansi/nota tersebut mengakibatkan
konsumen tidak dapat berbuat apa-apa, sebab klausula baku tersebut telah
dibakukan yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Dengan

klausula baku tersebut konsumen harus menerima kerugian karena pihak PT.



54

Inti Kertasindo Sinar Cemerlang tidak bertanggungjawab atas kerusakan
barang yang telah dibeli oleh konsumen.

Suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak, seharusnya mampu
mewadahi kepentingan-kepentian para pihak. Adanya kepentingan para
pihak, merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, karena pada
dasarnya dalam kontrak perjanjian yang dilakukan para pihak di dalamnya
sama-sama memiliki kepentingan.

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat
yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh
pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang
mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”® Pada dasarnya konsumen
dapat melakukan upaya hukum terhadap klausula baku yang telah ditetapkan
pelaku usaha dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, hal ini
dimungkinkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen
yang merasa dirugikan akibat adanya klausula baku yang membatasi
tanggung jawab pelaku usaha.

Keberadaan klausula baku berdasarkan adanya kemauan dan
kepercayaan dari para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Secara
konseptual didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan kebiasaan yang
membolehkan klausula baku dikarenakan dapat memudahkan transaksi jual
beli yang dilakukan. Adanya klasula baku dalam perjanjian mendasarkan diri

pada ketidakseimbangan kedudukan dan Kketiadaan negosisasi dalam

"8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
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perjanjian. Serta dengan pemberlakuan klausula baku akan ada pihak yang
merasa dirugikan dan merasa haknya direnggut. Penerapan klausula baku
yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lemah yaitu konsumen hal ini
biasa dikenal dengan istilah penyalahgunaan keadaan.

Klausula baku merupakan klausula yang mengandung kondisi
membatasi, atau bahkan menghapus sepenuhnya tanggungjawab yang
semestinya dibebankan kepada penjual atau pelaku usaha. Klausula Baku
mengandung sifat yang banyak menimbulkan kerugian terhadap konsumen.
Perbedaan antara klausula baku dengan perjanjian baku yakni perjanjian baku
adalah persetujuan baik tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau
lebih, yang umumnya adalah kumpulan dari klausula-klausula. Sedangkan
klausula baku adalah bagian tersendiri dari perjanjian yaitu klausul, syarat,
atau kondisi yang bersifat telah ditentukan sebelumnya (baku) dan menjadi
bagian dari perjanjian yang akan dibuat.”

Pelaksanaan hak khiyar dalam jual beli yang menggunakan klausula
baku di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro adalah
hak khiyar atau hak meneruskan atau membatalkan jual beli tidak digunakan
oleh distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro. Hal
tersebut karena, hak khiyar bagi distributor PT. Inti Kertasindo Sinar
Cemerlang Kota Metro hanya menguntungkan pihak konsumen sehingga

distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro tidak

™ Ahmad Fikri Assegaf, Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku, (Jakarta: Pusat Studi
Hukum Kebijakan Indonesia, 2014), h. 4
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memberlakukan hak khiyar namun memilih memberlakukan akad baku atau
klausula baku dalam menjual produknya.®

Klausula baku ini dibuat dan ditetapkan oleh distributor PT. Inti
Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro tanpa melibatkan konsumen, dan
disini konsumen tidak memiliki hak khiyar untuk melanjutkan atau
membatalkan transaksi tersebut jika mengalami kecacatan atau aib pada
produk yang dibelinya. Namun, walaupun tidak memberlakukan hak khiyar
dalam proses jual beli, konsumen dan distributor PT. Inti Kertasindo Sinar
Cemerlang Kota Metro melakukan kesepakatan baru yaitu dengan ketentuan
pertama, barang yang ditukarkan tidak lebih dari jangka waktu 24 jam ketika
barang sampai pada konsumen. Kedua, apabila barang yang ditukarkan masih
tersedia di gudang.®*

Adanya klausula baku dapat menghilangkan hak khiyar dalam jual
beli di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro adalah
diberlakukannya klausula baku di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar
Cemerlang Kota Metro menghilangkan hak khiyar yang seharusnya ada
dalam jual beli. Diberlakukannya klausula baku oleh pihak Distributor PT.
Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro, pihak konsumen harus
mematuhi dan menjalankan apa yang telah ditentukan oleh pihak Distributor
PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro, walaupun pada saat

membeli suatu barang mengalami cacat akan tetapi konsumen tidak dapat

8 Sigit Purnomo selaku marketing distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang
(wawancara pada hari Jum’at 27 Desember 2019)

8 Sigit Purnomo selaku marketing distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang
(wawancara pada hari Jum’at 27 Desember 2019)
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mengembalikan atau menukar barang tersebut. Walaupun penggunaan
klausula baku menghilangkan hak khiyar dalam jual beli, namun, dalam kasus
ini konsumen masih mendapatkan hak khiyar dengan melakukan kesepakatan
baru yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.®

Hak pengembalian barang atau uang kembali ketika menggunakan hak
khiyar dalam jual beli adalah tidak semua konsumen mendapatkan hak
pengembalian barang. Konsumen yang memiliki hak pengembalian barang
adalah konsumen yang melakukan kesepakatan dengan pihak distributor PT.
Inti Kertasindo Sinar Cemerlang yang diwakili oleh marketing. Konsumen
yang tidak melakukan kesepakatan baru tidak akan mendapatkan hak khiyar
karena pihak distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang sudah
memberlakukan klausula baku dalam transaksi jual beli yang dilakukan.®

Hak khiyar dalam jual beli yang menggunakan klausula baku di
distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro adalah tidak ada
hak khiyar dalam jual beli yang menggunakan klausula baku di distributor
PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro. Walaupun distributor PT.
Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro tidak memberikan hak khiyar,
namun konsumen masih ada yang mendapatkan hak khiyar dengan cara

melakukan kesepakatan baru. Kesepakatan baru itulah yang akan digunakan

8 Sigit Purnomo selaku marketing distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang
(wawancara pada hari Jum’at 27 Desember 2019)

8 Teguh Muslih, Ridwan Nasrul, dan Joe Sandi selaku konsumen distributor PT. Inti
Kertasindo Sinar Cemerlang (wawancara pada hari Kamis 26 Desember 2019)
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oleh kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli di distributor PT.
Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro.®*

Penggunaan klausula baku oleh distributor PT. Inti Kertasindo Sinar
Cemerlang Kota Metro dapat menghilangkan hak khiyar dalam jual beli.
Namun, walaupun hak khiyar dalam jual beli di distributor PT. Inti
Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro tidak diberlakukan, konsumen masih
memiliki hak khiyar dengan cara melakukan kesepakatan baru antara kedua
belah pihak yang bertransaksi.

Aturan hukum di Indonesia telah mengatur terkait dengan klausula
baku yang biasanya digunakan di dalam hubungan bisnis atau perjanjian,
dalam hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No.
8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam pasal tersebut jelas
disebutkan bahwa adanya aturan-aturan yang mengatur keberadaan klausula
baku yaitu menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.®®

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ayat (2) menyebutkan
bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau
bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang
pengungkapannya sulit dimengerti. Sedangkan pada ayat (3) lebih lanjut
disebutkan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku
usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Dalam

penerapanya adanya ketentuan pada ayat (3) tersebut penggunaan kalusula

8 Teguh Muslih, Ridwan Nasrul, dan Joe Sandi selaku konsumen distributor PT. Inti
Kertasindo Sinar Cemerlang (wawancara pada hari Kamis 26 Desember 2019)
8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
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baku yang letaknya sebagaimana yang diatur di dalam ayat (1) dan (2), masih
banyak dijumpai. Tidak hanya berhenti disitu, di dalam ayat (3) bahwa pelaku
usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-
undang ini.®

Suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak seharusnya mampu
mewadahi kepentingan-kepentian para pihak. Adanya kepentingan para
pihak, merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, karena pada
dasarnya dalam kontrak perjanjian yang dilakukan para pihak di dalamnya
sama-sama memiliki kepentingan. Namun, dalam memberlakukan klausula
baku oleh distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro, ada
kepentingan sebelah pihak dalam memberlakukan klausula baku. Dimana
distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro memberlakukan
klausula baku hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi perusahaan
tetapi merugikan pihak konsumen.

Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro selain
tidak memberlakukan hak khiyar dalam jual beli, distributor tersebut juga
mencari keuntungan yang lebih banyak dengan cara menjual barang kualitas
kurang baik tetapi dijual dengan harga yang tinggi tanpa peduli perilaku
tersebut menzhalimi orang lain atau tidak. Hukum Ekonomi Syariah melarang
semua bentuk tindakan yang akan merugikan orang lain tanpa didukung

alasan yang dibenarkan syari’at.

8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
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Klausula baku seharusnya tidak diberlakukan dalam jual beli karena
terdapat ketidakrelaan dan ketidakpuasan didalamnya. Konsumen merasa
tidak rela dan tidak puas ketika membeli barang ditempat yang menerapkan
klausula baku, konsumen akan merasa kecewa terhadap produk-produk yang
akan dibelinya. Selain karena barang yang dibeli terdapat kecacatan, kualitas
barang yang diserahkan ke konsumen tidak sesuai dengan harga yang
diberikan. Bila sudah terlanjur terjadi, maka khiyar ta’yin atau dalam
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah termasuk dalam jenis khiyar ghabn bisa
dijadikan solusi bagi konsumen untuk menghindari kerugian lebih besar.

Walaupun demikian, pihak distributor PT. Inti Kertasindo Sinar
Cemerlang Kota Metro menuliskan “harap diperiksa, barang yang sudah
dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”. Kalimat “harap diperiksa”
menunjukkan bahwa pihak distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang
Kota Metro tidak sepenuhnya bersalah dalam memberlakukan klausula baku
tersebut. Oleh karena itu pihak konsumen pun harus tetap memperhatikan dan
memeriksa kondisi barang yang sudah dipesan dan diantarkan oleh pihak
distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro.

Khiyar ta’yin berlaku untuk tiga barang saja, karena kategori barang
terdiri dari bagus, sedang, dan buruk. Jika lebih dari tiga maka khiyar ta’yin
tidak sah. Barang dalam transaksi jual beli harus memiliki perbedaan sifat dan
harga dari masing-masing barang tersebut telah ditetapkan dengan jelas. Jika
terdapat kesamaan baik itu antara harga dan sifat, maka khiyar ta’yin tidak

dapat diberlakukan. Karena apabila harga barang tidak ditentukan untuk jenis
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masing-masing barang, maka barang tersebut bersifat majhul atau tidak
diketahui dan akan membuat akad jual beli menjadi fasid (rusak).

Batas waktu dari khiyar ta’yin juga harus ditentukan dengan jelas.
Paling lama tiga hari seperti yang ditetapkan pada khiyar syarat, jika lebih
dari tiga hari maka akad jual beli tersebut juga akan menjadi fasid (rusak).
Namun batas waktu dari khiyar ta’yin bisa lebih dari tiga hari dengan syarat
kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut mengetahuinya
dan menyetujui batas waktu tersebut.

Batas waktu khiyar ta’yin tersebut memiliki kekurangan dalam
penerapannya. Sebab tidak semua barang yang dibeli dapat dibuktikan
kualitasnya dalam jangka waktu satu hari. Banyak pembeli yang tidak
mengetahui perbedaan kualitas dan harga pada barang yang dibeli, sehingga
pembeli tersebut berpedoman pada barang yang direkomendasikan oleh
penjual sesuai dengan keinginannya.

Namun untuk membuktikan kualitas barang dalam jangka waktu 24
jam, barang tersebut memiliki kualitas yang sesuai karena setiap barang baru
yang digunakan untuk pertama kalinya memiliki fungsi yang bagus, namun
jika penggunaan barang tersebut lebih dari 24 jam, bisa saja perbedaan
kualitas barang tersebut akan terlihat. sehingga pembeli tidak dapat
menggunakan hak khiyarnya jika pembeli menemukan kecacatan pada
barangnya lewat dari jangka waktu 24 jam. Apabila lewat dari jangka waktu
24 jam pembeli tidak dapat mengembalikan barang kepada distributor PT.

Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro, karena menurut pihak
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distributor, kecacatan yang terlihat pada barang lebih dari 24 jam tidak
menjadi tanggungjawab dari pihak penjual. Sehingga konsumen yang akan
menanggung kerugian dan ketidakpuasan terhadap barang tersebut dan
konsumen juga akan kehilangan hak khiyar ta’yin yang dimiliki oleh
konsumen.

Bagi penjual atau pelaku usaha dimasa sekarang, klausula baku
merupakan senjata yang paling ampuh untuk menghindari kerugian.
Pencantuman Kklausula baku dalam proses jual beli akan sangat
menguntungkan pihak penjual, mereka akan terhindar dari tanggung jawab
terhadap produk yang cacat ataupun rusak. Sedangkan bagi konsumen
pencantuman klausul baku sangat merugikan, konsumen tidak bisa
mengembalikan atau pun menukar produk-produk yang tidak bisa dipakai
baik produk tersebut cacat ataupun rusak.

Jual beli merupakan muamalah yang syar’i dalam Islam yang
memenuhi aturan-aturan dalam pelaksanaannya. Antara lain seperti kejujuran,
keadilan serta kehalalan objek transaksi. Salah satu jalan yang ditempuh
untuk memenuhi aspek tersebut Islam membenarkan adanya hak khiyar
dalam jual beli sehingga antara para pihak yaitu penjual dan pembeli saling
menguntungkan.

Jual beli diharuskan memiliki rasa saling ridha diantara penjual dan
pembeli sehingga Islam tidak membenarkan adanya klausula baku yang
memberatkan sebelah pihak. Dengan pemberlakuan klausula baku ini sangat

merugikan konsumen dikarenakan konsumen harus mematuhi dan mengikuti
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apa saja yang ditetapkan oleh penjual. Dalam kasus klausula baku disini
sangat mendzalimi konsumen dengan memberlakukan perjanjian sebelah
pihak yang mana konsumen sama sekali tidak mengetahui isi dari klausul
tersebut namun konsumen yang hendak membeli akan terikat dengan klausul
tersebut.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya pada Pasal 20 ayat 8
dinyatakan bahwa khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk
melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.?” Jika dilihat
dari definisi tersebut, khiyar ialah adanya pemikiran yang sungguh-sungguh
baik dari sisi negatif maupun positif bagi kedua pihak sebelum benar-benar
memutuskan untuk jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi
dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak khiyar itu ditetapkan
dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak
yang melakukan jaul beli.

Khiyar ta’yin dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah termasuk ke
dalam jenis Khiyar ghabn, dalam buku Il KHES Bagian Kelima Khiyar
Ghabn dan Taghrib Pasal 243 Pembeli berhak untuk meneruskan atau
membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai
kualitas benda yang dijualnya. Pasal 244 (1) Pembeli dapat menuntut pihak
penjual untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya. (2)

Pembeli dapat mengajukan ke pengadilan untuk menetapkan agar pemberi

8 PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 16
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keterangan palsu untuk menyediakan barang yang sesuai dengan
keterangannya atau didenda.®®

Pasal 245 (1) Hak pilih karena salah memberi keterangan sebagai
ditetapkan pada ayat (1) dapat diwariskan. (2) Pembeli kehilangan hak
pilihnya sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) dan (2), jika ia telah
memanfaatkan benda yang dibelinya secara sempurna. Pasal 246 Penjualan
benda yang didasarkan keterangan yang salah yang dilakukan dengan sengaja
oleh penjual atau wakilnya, adalah batal.®

Pasal 247 (1) Pembelian benda yang haram diperjualbelikan, tidak
sah. (2) Pembeli benda yang disertai keterangan yang salah yang dilakukan
tidak sengaja, adalah sah. (3) Pembeli dalam akad yang diatur pada ayat (2) di
atas, berhak untuk membatalkan atau meneruskan akad tersebut. Pasal 248 (1)
Pihak yang merasa tertipu dalam akad jual-beli dapat membatalkan penjualan
tersebut. (2) Persengketaan antara korban penipuan dengan pelaku penipuan
dapat diselesaikan dengan damai/al-shulh dan atau ke pengadilan.*

Pasal 249 Pembeli yang menjadi korban penipuan, kehilangan hak
untuk membatalkan akad jual-beli jika benda yang dijadikan obyek akad telah
dimanfaatkan secara sempurna. Pasal 250 (1) Hak untuk melakukan
pembatalan akad jual-beli yang disertai dengan penipuan, tidak dapat

diwariskan. (2) Hak untuk melakukan pembatalan akad jual-beli yang disertai

® |bid, 67
& |bid
% 1hid, 68
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dengan penipuan, berakhir apabila pihak yang tertipu telah mengubah dan
atau memodifikasi benda yang dijadikan obyek jual-beli.**

Sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bagian
Keempat adalah Khiyar ‘Aib, Pasal 235 Benda yang diperjualbelikan harus
terbebas dari ‘aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Pasal 236 Pembeli
berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang obyeknya ‘aib
tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.

Pasal 237 (1) ‘aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak
penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan. (2) ‘aib benda
diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang. (3)
Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek
dagangan ‘aib karena kelalaian penjual. (4) Pengadilan berhak menolak
tuntutan pembatalan jual-beli dari pembeli apabila ‘aib benda terjadi karena
kelalaian pembeli.

Pasal 238 Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda
tambahan dari benda yang ‘aib yang disengketakan. Pasal 239 (1) Pembeli
bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti
beberapa diantaranya sudah ‘aib sebelum serah terima. (2) Pembeli
dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak ‘aib.

Pasal 240 Obyek jual-beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan
secara sempurna tidak dapat dikembalikan. Pasal 241 (1) Penjualan benda

yang ‘aibnya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang

*% 1bid, 69
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diketahui sebelum serah terima, adalah sah. (2) Pembeli dalam penjualan
benda yang ‘aib yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk
mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh
uangnya kembali. Pasal 242 (1) Penjualan benda yang tidak dapat
dimanfaatkan lagi, tidak sah. (2) Pembeli berhak untuk mengembalikan
barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima
kembali seluruh uangnya.

Khiyar dalam bentuk ini berlaku ketika pembeli mendapati barang
yang ia beli pada penjual tersebut adanya cacat, dan cacat tersebut
mempengaruhi nilai dan berdampak juga pada hargannya. Apabila hal ini
terjadi, maka pembeli memiliki salah satu dari dua pilihan, pertama ia
diperbolehkan mengembalikan barang tersebut dan mengambil kembali uang
yang telah ia bayarkan. Sedangkan pilihan yang kedua tetap melanjutkan jual
beli ini dengan meminta ‘iwadh yaitu selisih pada harga barang yang tidak
cacat dengan harga barang yang telah didapati adanya cacat.

Penggunaan hak khiyar dalam jual beli yang menggunakan klausula
baku di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro
ditinjauan dari Hukum Ekonomi Syariah adalah menggunakan khiyar ‘aib,
dimana konsumen boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada
barang itu terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas barang itu, atau
mengurangi harganya, sedangkan biasanya barang yang seperti itu baik dan
sewaktu akad cacat itu sudah ada, tetapi konsumen tidak tahu atau terjadi

sesudah akad yaitu sebelum diterimanya barang tersebut.
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Namun pada penerapannya, hak khiyar baik khiyar ta’yin maupun
khiyar aib di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro
tidak diberlakukan karena pihak distributor sudah mencantumkan klausula
baku yang ditulis dalam berkas nota/kuitansi pembelian. Sehingga
penggunaan klausula baku di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang
Kota Metro tidak diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah karena

mengandung unsur kezhaliman dan ketidakadilan bagi konsumen.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan
bahwa Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Hak Khiyar dalam Jual
Beli yang Menggunakan Klausula Baku di Distributor PT. Inti Kertasindo
Sinar Cemerlang Kota Metro adalah penggunaan klausula baku
menghilangkan hak khiyar dalam jual beli, sehingga hak khiyar di Distributor
PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro tidak diberlakukan karena
pihak distributor sudah mencantumkan klausula baku yang ditulis dalam
berkas nota/kuitansi pembelian. Dalam Hukum Ekonomi Syariah klausula
baku tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu tidak adanya kerelaan dan
keadilan bagi konsumen. Hal tersebut mengandung unsur kezholiman yang
tidak dibenarkan dalam syari’at Islam. Namun, meskipun pihak Distributor
PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro sudah memberlakukan
klausula baku, kedua belah pihak masih dapat bernegosiasi/membuat

kesepakatan baru.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang peneliti

berikan diantaranya sebagai berikut :
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1. Kepada Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro
hendaknya suatu kontrak dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak.
Kontrak tersebut seharusnya mampu mewadahi kepentingan-kepentian
para pihak. Adanya kepentingan para pihak, merupakan suatu hal yang
tidak dapat dipisahkan, karena pada dasarnya dalam kontrak perjanjian
yang dilakukan para pihak di dalamnya sama-sama memiliki
kepentingan. Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota
Metro seharusnya memberlakukan khiyar ta’yin juga, bukan hanya
khiyar aib saja.

2. Kepada para konsumen hendaknya lebih teliti lagi dalam bertransaksi
agar tidak dirugikan oleh pihak-pihak yang lebih tinggi kedudukannya.
Apabila konsumen tidak mendapatkan hak khiyar dan dirugikan, maka
konsumen berhak menuntut ke pengadilan agama karena hak khiyar

sudah diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan
bahwa Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Hak Khiyar dalam Jual
Beli yang Menggunakan Klausula Baku di Distributor PT. Inti Kertasindo
Sinar Cemerlang Kota Metro adalah penggunaan Kklausula baku
menghilangkan hak khiyar dalam jual beli, sehingga hak khiyar di Distributor
PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro tidak diberlakukan karena
pihak distributor sudah mencantumkan klausula baku yang ditulis dalam
berkas nota/kuitansi pembelian. Namun, meskipun pihak Distributor PT. Inti
Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro sudah memberlakukan klausula
baku, kedua belah pihak masih dapat bernegosiasi/membuat kesepakatan baru
sehingga konsumen masih mendapatkan hak khiyar. Apabila konsumen tidak
mendapatkan hak khiyar dan dirugikan, maka konsumen berhak menuntut ke
pengadilan agama karena hak khiyar sudah diatur dalam Hukum Ekonomi

Syariah.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang peneliti

berikan diantaranya sebagai berikut :
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3. Kepada Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro
hendaknya suatu kontrak dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak.
Kontrak tersebut seharusnya mampu mewadahi kepentingan-kepentian
para pihak. Adanya kepentingan para pihak, merupakan suatu hal yang
tidak dapat dipisahkan, karena pada dasarnya dalam kontrak perjanjian
yang dilakukan para pihak di dalamnya sama-sama memiliki
kepentingan. Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota
Metro seharusnya memberlakukan khiyar ta’yin juga, bukan hanya
khiyar aib saja.

4. Kepada para konsumen hendaknya lebih teliti lagi dalam bertransaksi

agar tidak dirugikan oleh pihak-pihak yang lebih tinggi kedudukannya.
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ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG HAK KHIYAR
DALAM JUAL BELI YANG MENGGUNAKAN KLAUSULA BAKU
(Studi Kasus di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang
Kota Metro)

A. WAWANCARA
1. Wawancara Kepada Marketing

a. Bagaimanakah proses transaksi jual beli yang dilakukan di
Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro?

b. Apakah ada kesepakatan antara anda dan konsumen dalam
transaksi jual beli di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar
Cemerlang Kota Metro?

c. Apakah ada pengembalian barang, apabila konsumen menemukan
barang yang rusak?

d. Bagaimanakah pelaksanaan hak khiyar dalam jual beli yang
menggunakan klausula baku di Distributor PT. Inti Kertasindo
Sinar Cemerlang Kota Metro?

e. Apakah adanya klausula baku dapat menghilangkan hak khiyar
dalam jual beli di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang

Kota Metro?
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2. Wawancara Kepada Konsumen

a. Bagaimanakah proses pemesanan barang yang dilakukan di
Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro?

b. Apakah ada kesepakatan antara anda dan marketing dalam
transaksi jual beli di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar
Cemerlang Kota Metro?

c. Apakah anda mendapatkan hak pengembalian barang atau uang
kembali ketika anda menggunakan hak khiyar?

d. Apakah masih ada hak khiyar dalam jual beli yang menggunakan
klausula baku di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang
Kota Metro?

e. Bagaimana proses penukaran barang dalam jual beli yang
menggunakan klausula baku di Distributor PT. Inti Kertasindo

Sinar Cemerlang Kota Metro?

B. DOKUMENTASI

1.

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jual beli yang
menggunakan klausula baku
Gambaran umum mengenai Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar

Cemerlang Kota Metro
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